BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 800.1.6.3/Kep. 191 -BKPSDM /2026
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK
ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA
SAUDARA YUYU,SP NIP. 19690104 199703 1 002 PANGKAT/GOLONGAN RUANG
PEMBINA, IV/a JABATAN SEKRETARIS KECAMATAN PABUARAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim
pemeriksa, Sdr. Yuyu, SP NIP 19690104 199703 1
002, telah terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah dengan akumulasi sebanyak 93 (sembilan
puluh tiga) hari kerja sejak bulan Agustus sampai
dengan Desember 2025 dan tidak melakukan
pengisian pengukuran hasil kinerja melalui e-kinerja
BKN sejak bulan Agustus sampai dengan saat ini
sehingga menyebabkan terhambatnya  proses
pemerintahan di Kecamatan Pabuaran karena yang
bersangkutan memegang peranan terkait hal-hal
strategis pada kecamatan serta merugikan instansi
dan negara karena tidak selarasnya hasil kinerja
pegawai dengan anggaran kepegawaian yang telah

dikeluarkan;

b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan:

i) Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS wajib



Mengingat

menaati  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan dan memenuhi ketentuan masuk kerja
dan menaati ketentuan jam kerja;

ii) Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil, bahwa PNS wajib melakukan
pengukuran kinerja melalui sistem pengisian ‘
kinerja;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3)

huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 11 ayat (2)

huruf d angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Permintaan Sendiri sebagai PNS dapat dilakukan

bagi PNS yang tidak berkinerja dan tidak masuk

kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama

28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1

(satu) tahun;

bahwa  untuk menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil
kepada Saudara Yuyu, SP NIP 19690104 199703 1
002 Pangkat/Golongan Ruang Pembina, IV/a
Jabatan Sekretaris Kecamatan Pabuaran Kabupaten

Cirebon;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 7044);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6340);



Memperhatikan

10.

: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6718);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 148 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Pelanggaran
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 148); -

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 153);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159);

Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin
ASN Nomor 800.1.6.2/811/PKAP/2026 tanggal 23
Januari 2026;

Surat Kepala Badan Kepegawaian  Negara
Nomor 11351/R-AK.02.03/SD/F.IV/2026 tanggal 21
Februari 2026 perihal Rekomendasi Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten

Cirebon.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai

Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama :  Yuyu, 5P

NIP ;19690104 199703 1 002
Pangkat, Gol. Ruang : Pembina, IV/a

Jabatan . Sekretaris Kecamatan
Unit Kerja . Kecamatan Pabuaran

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan
yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 29 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian

Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum
KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima
belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan
menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas)
sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin

yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI CIREBON,

Tembusan :

1.Yth. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur
Sipil Negara BKN di Jakarta;

2.Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

3.Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

4.Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon;

5.Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon; dan

6.Yth. Camat Pabuaran.



